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Abstrak: Kebijakan perdagangan strategis menjadi isu dalam perdagangan produk pertanian. 
Meskipun mendapat banyak kritikan karena dinilai berpotensi mendistorsi pasar, namun prakteknya 
masih tetap dilakukan oleh negara-negara dalam perdagangan internasional. Penelitian ini berupaya 

melihat adanya kebijakan perdagangan strategis yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Cina, dan 
Malaysia dalam ekspor kedelai ke Indonesia. Kedelai merupakan salah satu komoditas pertanian yang 
memiliki nilai ekonomis sekaligus politis bagi Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat 

praktek kebijakan perdagangan strategis dalam perdagangan kedelai yang dilakukan oleh Amerika 
Serikat dan Cina. Sedangkan bagi Malaysia, kedelai tidak memiliki nilai strategis yang cukup tinggi. 
Direkomendasikan untuk pengembangan tiga faktor strategis, yaitu: (1)institusi petani lokal; (2)peran 
pemerintah; dan (3)model agribisnis pertanian. 
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A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kajian Hubungan Internasional persoalan liberalisasi perdagangan 

bukan hanya terkait mengenai persoalan interdependensi di antara para aktornya 

semata. Liberalisasi perdagangan juga menyangkut dampaknya terhadap eksistensi 

kebijakan negara di tengah tekanan globalisasi. Dalam konteks ini kebijakan yang 

menyangkut keamanan pangan merupakan salah satu dilema sulit yang sering 

dihadapi oleh negara-negara karena seringkali dibenturkan pada pilihan antara 

mengamankan produsen (petani) atau konsumen pangan.  Konkritnya adalah antara 

kebijakan proteksi bagi para petani atau impor pangan murah demi kepentingan 

konsumen. Implikasi dari kegagalan pemerintah merumuskan kebijakan keamanan 

pangan yang cerdas akan menimbulkan konsekuensi konflik kepentingan yang tidak 

sederhana bukan hanya secara nasional namun juga internasional. 

Salah satu komoditas pangan yang sering menyulut kontroversi di Indonesia 

adalah kedelai. Padahal secara kultural, dokumentasi mengenai penggunaan kedelai 

untuk bahan pangan di Indonesia adalah yang tertua di kawasan Asia Tenggara, yaitu 

sejak sekitar tahun 902 M. Manuskrip-manuskrip kuno yang ditemukan setelah itu 
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menunjukkan bahwa orang Indonesia telah mengkonsumsi sekaligus menanam dan 

memproduksi produk pangan dari kacang kedelai jauh sejak sebelum kedatangan 

kolonial Belanda. Tingginya angka konsumsi kedelai membuat pemerintah Kolonial 

Belanda kemudian mulai melakukan impor kedelai. Defisit pasokan kedelai mulai 

mendapat perhatian serius sejak tahun 1932. Namun pada tahun 1937 ke depan 

Indonesia di bawah pemerintah Hindia Belanda mulai berhasil melakukan ekspor 

kedelai. Status eksportir kedelai ini dilanjutkan hingga era kemerdekaan Indonesia 

(Shutleff dan Aoyagi, 2010, hlm. 7-8).     

Status ini mulai berubah pada era 1970-an, terutama sejak tahun 1975. 

Perlahan tapi pasti kedelai impor mulai mengambil alih pasokan lokal. Angka 

produksi nasional benar-benar tidak mampu mengejar konsumsi domestik dimulai 

pada era tahun 1980-an. Ironis ketika pada tahun 1984 Indonesia berhasil mencapai  

puncak swasembada beras, kedelai justru terperosok ke dalam jurang impor diangka 

401.000 ton. Kondisi ini semakin parah ketika akhirnya pada tahun 1999 terjadi 

lonjakan impor kedelai sebesar 1,3 juta ton yang difasilitasi oleh penyesuaian 

struktural International Monetary Fund. Liberalisasi pertanian ini benar-benar 

memukul petani kedelai Indonesia yang terlihat dari turun drastisnya produksi kedelai 

nasional. Sebaliknya kedelai impor (1,2 juta ton) pada akhirnya berhasil melampaui 

produksi nasional (1 juta ton) ditahun 2000. Hingga saat ini produksi kedelai nasional 

Indonesia terseok-seok jauh di bawah angka kedelai impor. Bahkan di saat krisis 

harga pangan tahun 2007, Indonesia justru kebanjiran kedelai impor sebesar 2,2 juta 

ton (grafik 1). 
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Sebagai negara importir posisi Indonesia saat ini berada pada urutan 

kesembilan dunia dengan rata-rata nilai impor adalah  US$ 669 milyar. Sebagai 

perbandingan posisi pertama importir dunia dipegang oleh Cina dengan nilai impor 

rata-rata US$ 21 milyar. Sumber impor kedelai Indonesia yang terbesar adalah 

Amerika Serikat (91,87%), lalu diikuti oleh Malaysia (4,35%), Afrika Selatan 

(1,29%), Cina (0,57%) (tabel 1) (Pusdatim, 2013, hlm. 35).  

 

Penelitian ini berupaya melakukan komparasi terkait kebijakan ekspor kedelai 

negara-negara eksportir kedelai utama Indonesia. Objek kajiannya adalah kebijakan 

ekspor kedelai pemerintah Amerika Serikat, Malaysia, dan Cina. Kajian kepada ketiga 

negara ini menarik terutama mengingat mereka adalah negara sumber impor kedelai 

Indonesia yang utama. Meskipun demikian ketiga negara ini memiliki karakteristik 

yang berbeda-beda dalam hal perdagangan kedelainya. Amerika Serikat misalnya 

sejak awal telah menjadikan kedelai sebagai komoditas strategis dan merupakan 

negara eksportir kedelai terbesar dunia. Malaysia adalah negara dalam satu kawasan 

dengan Indonesia dan kurang lebih memiliki kultur yang sama terkait pemanfaatan 

kedelai dengan Indonesia. Sedangkan Cina sangat menarik karena meskipun dirinya 

sendiri merupakan negara importir terbesar dunia, namun juga tetap berupaya untuk 

menjadikan kedelai sebagai salah satu komoditas ekspor mereka. Untuk itu 

pertanyaan yang berupaya dijawab dalam penelitian ini adalah terkait dengan 

bagaimana kebijakan ekspor kedelai Amerika Serikat, Malaysia, dan Cina ke 

Indonesia? Periode tahun 2007-2013 dipilih untuk memfokuskan kajian kebijakan ini 

pada masa setelah krisis harga pangan 2007. 
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B. Rerangka Teoritis 

 Salah pertanyaan penting dalam perdagangan pangan secara internasional 

adalah mengenai seberapa aktif peran negara seharusnya pada kebijakan perdagangan 

pangan. Para penganjur model keterbukaan perdagangan sangat meyakini bahwa 

peran negara yang lebih aktif dalam perdagangan pangan, baik dalam promosi ekspor 

maupun proteksi impor, akan berdampak pada terdistorsinya pasar. Namun pandangan 

lain melihat bahwa pasar internasional sangatlah tidak sempurna.  

 Salah satu teori yang menyoroti ketidaksempurnaan pasar ini adalah Strategic 

Trade Theory. Menurut Gilpin (2001, hlm. 214) Strategic Trade Theory merupakan 

kulminasi dari tantangan terhadap teori perdagangan konvensional karena ia 

memasukkan unsur ketidaksempurnaan kompetisi, skala ekonomi, proses learning by 

doing, research and development, dan penyebaran teknologi. Teori yang pertama kali 

dikemukakan oleh James Brander dan Barbara Spencer pada tahun 1985 ini menjadi 

sangat penting karena ia menyerang fondasi teoritis terkait perdagangan bebas.  

 Strategic Trade Theory berangkat dari asumsi mengenai ketidaksempurnaan 

pasar, terutama karena praktek oligopoli industri, yang menuntut adanya peran negara 

yang lebih aktif dalam kebijakan perdagangan. Krugman (1998, hlm. 12) 

menyebutkan bahwa pratek oligopoli dalam industri ini muncul karena adanya skala 

ekonomi, learning curve, dan inovasi. Dengan demikian pasar tidaklah dimekanisasi 

oleh semata-mata kekuatan penawaran dan permintaan sebagaimana yang 

dibayangkan oleh para penganjur perdagangan bebas. 
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 Brander dan Spencer (1985) memperlihatkan bahwa pada kondisi pasar yang 

oligopolistik, subsidi ekspor yang dilakukan oleh pemerintah sebuah negara (A) dapat 

berdampak pada perbaikan kesejahteraan di negara teresebut sekaligus merugikan 

negara lain (B). Peningkatan kesejahteraan ini adalah hasil dari keberhasilan negara A 

meningkatkan output penjualan mereka sehingga merebut pangsa pasar negara B.   

Keuntungan negara A akan meningkat melebihi biaya subsidi dan ketidakefisienan 

produksi (Diagram 1). Fenomena ini disebut sebagai perpindahan “rente” atau rent 

shifting. Model ini menjadi tantangan langsung bagi model mainstream pasar 

kompetitif atau perdagangan bebas. Stiegert dan Wang (2003) secara singkat 

kemudian mendefinisikan Strategic Trade Theory sebagai sebuah kondisi dimana 

eksportir (negara atau perusahaan di dalam negara) memiliki kendali untuk 

menetapkan harga atau jumlah.  

  

  

 Argumentasi dari kebijakan perdagangan strategis, menurut Gehrig dan 

Zimmermann (1992, hlm. 12), sering digunakan oleh negara untuk: (1) menarik rente 

dari pelaku monopoli asing; (2)menggeser rente tersebut dari perusahaan asing 

kepada perusahaan domestik; (3)membantu perusahaan-perusahaan domestik 
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menurunkan kurva biaya rata-rata mereka; dan (4)mempromosikan perusahaan-

perusahaan baru untuk dapat masuk ke pasar. 

 Ada dua alasan mengapa kebijakan perdagangan yang aktif (intervensi negara) 

akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan bebas menurut Krugman. Pertama, 

melalui kemampuan kebijakan pemerintah untuk mengamankan bagian negara 

terhadap “rente” (rent) yang lebih besar dalam perdagangan. Rente disini diartikan 

sebagai tingkat keuntungan yang lebih besar dalam sebuah industri dibandingkan 

yang didapat pada industri lain dengan tingkat resiko yang sama. Ketika kondisi pasar 

yang tidak sempurna, skala produksi yang besar atau kurva pembelajaran yang tajam 

cenderung akan mencegah pemain baru untuk masuk kepada pasar. Dalam hal ini 

kebijakan subsidi atau proteksi dapat digunakan untuk meningkatkan bagian rente 

(pendapatan) dari suatu negara yang ingin memenangkan suatu sektor industrinya 

dengan mengurangi pendapatan atau rente negara lain. 

 Hal yang kedua adalah terkait dengan eksternalitas ekonomi (external 

economy). Eksternalitas ekonomi terkait dengan keuntungan dari sebuah aktifitas 

yang dinikmati oleh individu dan perusahaan, di luar dari mereka yang terlibat 

langsung dalam aktifitas tersebut. Contoh yang paling sering adalah terkait 

penyebaran pengetahuan (knowledge) di suatu sektor kepada perusahaan lain atau 

sektor lain. Intervensi kebijakan pemerintah pada sektor perdagangan yang 

memberikan eksternalitas ekonomi besar, diyakini akan meningkatkan pula rente 

negara. 

 Pertanyaan krusialnya kemudian adalah apakah mungkin menentukan sektor 

strategis. Para penganjur perdagangan bebas meyakini bahwa negara adalah aktor 
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yang buruk dalam memilih sektor strategis. Dampak negatifnya dianggap akan 

menimbulkan inefisiensi dan distorsi pada perekonomian. Namun Krugman 

mengatakan bahwa hal  ini mungkin saja dilakukan. Menurutnya sektor strategis 

adalah sebuah sektor dimana terdapat “rente” yang substansial, yaitu sektor dimana 

tingkat return to labor atau capital-nya relatif tinggi. Meski demikian Krugman 

mengakui bahwa untuk melihat hal ini tidaklah sederhana dan diperlukan analisis 

yang detail serta hati-hati.    

 Dalam bidang pertanian, isu terkait pasar yang tidak sempurna telah 

mengemuka sejak perundingan era GATT (General on Agreement on Tarrif and 

Trade). Bagwell dan Staiger (2000, hlm. 3) menyebutkan bahwa sengketa 

perdagangan terkait subsidi ekspor sangatlah terkait dengan isu ekonomi-politik 

karena seringkali melibatkan lobi kelompok-kelompok pertanian yang kuat. 

Argumentasinya ialah kebijakan ini akan mempromosikan swasembada, mengurangi 

resiko yang dihadapi petani, serta melindungi kehidupan pedesaan. Bahkan 

diargumentasikan pula bahwa kebijakan subsidi ekpor pertanian, meskipun motivasi 

utamanya adalah keuntungan bagi negara ekspotir, akan berdampak pada turunnya 

harga pangan dunia sehingga akan menguntungkan bagi konsumen negara partner 

dagang. 

 Dhar (2007b, hlm. 217) mengatakan terdapat fakta bahwa negara-negara maju, 

seperti Amerika Serikat dan Eropa, telah menggunakan Strategic Trade Theory untuk 

mempertahankan dominasi mereka atas pasar global untuk komoditas pertanian 

utama. Instrumen yang digunakan oleh adalah kebijakan-kebijakan pertanian yang 
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telah diadopsi sejak tahun 1950-an tanpa mendapatkan gugatan dari organisasi 

perdagangan multilateral.  

 Namun kini muncul perdebatan di WTO terkait kebijakan pertanian global 

tersebut. Diinisiasi oleh negara-negara berkembang yang beranggapan bahwa 

kebijakan intervensi strategis pemerintah dalam bidang pertanian yang 

dikombinasikan dengan kebijakan distribusi adalah diperlukan untuk menjaga 

keberlangsungan dan keberagaman petani marginal yang justru menempati mayoritas 

lahan pertanian demi menjaga tingkat keamanan pangan. Proposal kebijakan yang 

diajukan oleh negara-negara berkembang ini adalah pengadopsian kebijakan kembar 

Special Products (SPs) dan Special Safeguard Mechanisms (SSM) (Dhar, 2007a).  

  Fakta bahwa pasar internasional pertanian yang tidak sempurna juga 

diungkapkan oleh Reimer dan Stiegert (2006). Menurut mereka pasar internasional 

untuk jagung dan kedelai dikuasai oleh Amerika Serikat, masing-masing sebesar 63% 

dan 53%. Sedangkan di Amerika Serikat sendiri 81% pasar jagung dan 65% pasar 

kedelai dikuasai oleh tiga perusahaan saja. Dengan demikian ketiga perusahaan ini 

memiliki jangkauan global secara signifikan.  

 Terkait kedelai, Reimer dan Steigert juga menyebutkan hasil penelitian yang 

dilakukan Deodhar dan Sheldon bahwa memang terdapat struktur pasar yang bersifat 

oligopolistik. Diskriminasi harga pada kedelai juga terjadi, meskipun menurut 

beberapa penelitian nilai mark-up harga-nya masih berada pada level yang relatif 

kompetitif. 
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 Instrumen yang sering digunakan pemerintah dalam mendukung kebijakan 

strategic trade dalam mendukung ekspor menurut Gehrig dan Zimmermann (1992, 

hlm. 12) adalah: subsidi ekspor, pajak ekspor, dukungan research and development. 

Sebaliknya mereka juga dapat menggunakan yang bersifat proteksi impor melalui 

pemberlakuan tarif, pajak, atau kuota impor.  

 Sedangkan Reimer dan Stiegert (2006) menggambarkan kebijakan 

intervensionis negara, yaitu: subsidi ekspor, beroperasinya State-Trading Enterprises 

(STEs), subsidi Research and Development, standard produk, pajak, dan kebijakan 

investasi. Sebagai catatan beberapa aturan WTO juga mengizinkan beroperasinya 

instrumen intervensi strategis pemerintah ini. 

 Terkait dengan peran Multinational Corporation (MNCs), Weir (2011) 

mengatakan bahwa mereka adalah pengambil keuntungan terbesar dari subsidi 

pertanian pemerintah karena mereka mengontrol sebagian besar produksi pertanian. 

Secara domestik, mereka mendapatkan uang dari apa yang mereka produksi dan dari 

suplemen subsidi pemerintah. Secara internasional, MNC mampu menginvestasikan 

keuntungan mereka untuk mendapatkan lebih banyak uang. Sementara petani kecil, 

sasaran yang sebenarnya ingin dilindungi oleh subsidi tersebut, harus berjuang keras 

untuk dapat mengimbangi korporasi pertanian besar. 

 Bahkan Balaam (1999, hlm. 50) mengidentifikasi bahwa kepentingan negara 

yang melindungi pertanian domestik mereka dengan memberikan bantuan-bantuan 

terhadap para petani sebenarnya hanya merupakan kepentingan elit politik karena 

para petani dapat mempengaruhi suara dalam pemilihan umum. Namun mungkin juga 

karena kepentingan ini merupakan representasi grup-grup pertanian kuat yang melobi 
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para legislator untuk memberikan perlindungan terhadap pertanian domestik. 

Hubungan antara faktor domestik dengan kebijakan negara pada level internasional 

tergambarkan secara baik dalam apa yang disebut sebagai model two-level games 

(Deese, 2008, hlm. 16).  

 Berangkat dari kerangka pemikiran di atas penelitian ini mencoba menarik 

hipotesis bahwa terdapat intervensi pemerintah atau kebijakan yang bersifat strategic 

trade dalam ekspor kedelai yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Cina, dan Malaysia 

ke Indonesia. Indikator yang digunakan untuk menganalisis hal tersebut adalah: (1) 

praktek kebijakan promosi ekspor; (2)praktek kebijakan proteksi impor; (3)peran 

pemerintah dan perusahaan multinasional dalam kebijakan perdagangan. 

C. Metode Penelitian 

 Untuk membuktikan hipotesis tersebut, maka ketiga kasus ekspor kedelai dari 

Amerika Serikat, Malaysia, dan Cina akan dibandingkan secara kolektif (collective/

multiple case studies). Dalam melakukan mengkaji masing-masing kasus, desain 

penelitian akan direplikasi pada ketiga negara (Yin, 2003). Pengumpulan data akan 

dilakukan berdasarkan ketiga indikator guna menjawab secara empiris adanya praktek 

kebijakan strategic trade dalam perdagangan kedelai dari ketiga negara ke Indonesia. 

 Penelitian ini akan menelaah dokumen resmi terkait kebijakan pertanian dan 

perdagangan dari masing-masing negara. Selain itu akan digunakan pula laporan-

laporan dan data statistik dari lembaga internasional seperti WTO, UNCTAD, FAO, 

atau organisasi pertanian lain. Beberapa sumber lain seperti pemberitaan, buku, dan 

artikel jurnal juga akan dimanfaatkan sebagai sumber data. 

D. Arti Strategis Kedelai dalam Perdagangan Internasional 

 Kacang kedelai adalah komoditas bernilai tinggi dan sangat menguntungkan. 

Tanaman sub-tropis ini bernilai ekonomis tinggi karena penggunaan komersialnya 
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baik sub-produk, makanan, dan minyak kedelai. Selain digunakan untuk bahan 

makanan (soymeal), kedelai juga kerap dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Hal ini 

menjadikannya sebagai salah satu sumber protein utama yang produksinya memasok 

60% kebutuhan produksi makanan dunia. Minyak kedelai (soy oil) juga merupakan 

komoditas penting yang memasok 25% konsumsi minyak sayuran global. 

Kegunaannya sebagai minyak makanan (edible oil) menjadikan minyak kedelai 

berkompetisi secara ketat dengan minyak kelapa sawit (Thoenes, 2005, hlm. 2).   

 Bersama dengan beras, jagung, dan gandum, kacang kedelai merupakan 

tanaman pangan utama dunia. Saat ini konsumen dan importir kedelai terbesar di 

dunia adalah Cina. Uni Eropa juga menjadi kawasan yang mengimpor kedelai 

terbesar setelah Cina (grafik 2). Sama seperti Cina kawasan ini menjadikan kedelai 

sebagai sumber pakan ternak utama mereka. Hal ini terjadi setelah wabah Mad Cow 

tahun 1995 yang menyebabkan Uni Eropa melarang penggunaan pakan protein ternak 

dari sumber hewani (Weir, 2011, hlm. 8).  

Arti strategis kedelai dimasa depan menjadikan keterlibatan pemerintah dan 

agribisnis (multinational corporation) dalam pengembangan agro-industri kedelai 

dunia tidak dapat dihindari. Hasilnya, dalam 60 tahun terakhir produksi kedelai dunia 

telah meningkat hingga 1000 persen sementara luas tanah yang digunakan sebagai 

area tanam juga melonjak empat kali lipat (Oliveira dan Schneider, 2014a, hlm. 2). 

Amerika Serikat menjadi negara produser, pengolah, dan eksportir kedelai terbesar 
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dunia yaitu sekitar 40% ekspor dunia, sementara negara-negara kawasan Amerika 

Latin menjadi menghasilkan sekitar 57% ekspor dunia (grafik 3 dan 5).  

   

E. Kebijakan Ekspor Kedelai Amerika Serikat  

 Keberhasilan pengembangan kedelai Amerika Serikat tidak dapat dilepaskan 

dari kekuatan lobi petani kedelainya terhadap pemerintah. Dua organisasi besar yang 

memfasilitasi kepentingan petani kedelai Amerika Serikat adalah American Soybean 

Association (ASA) dan United Soybean Board (USB)/Soybean checkoff. Kedua 

organisasi ini memiliki fungsi yang berbeda namun bersifat komplementer. ASA 

bertanggung jawab untuk melakukan lobi legislatif, kebijakan, dan regulasi terkait 

kepentingan petani kedelai AS. Sementara USB memiliki bertanggung jawab untuk 

melakukan riset dan promosi bagi kedelai AS (ASA).  

 Kepengurusan ASA adalah oleh Dewan Direksi yang terdiri dari 45 

sukarelawan petani kedelai dari 26 asosiasi kedelai negara bagian dan Kanada. 

Sementara kepengurusan USB adalah oleh 69 sukarelawan pemimpin petani yang 

ditunjuk oleh menteri pertanian AS. Sumber pendanaan ASA adalah dari investasi 

keanggotaan yang bersifat sukarela dengan besaran antara US$55-110 pertahun yang 

digunakan untuk proses lobi dan membiayai kebijakan. Sementara investasi 

keanggotaan USB bersifat wajib yaitu 0,5% dari tiap bushel  (8 galon atau 36 liter) 

kedelai yang dijual petani (ASA) dan digunakan untuk membiayai riset dan promosi 

(ASA).  
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 Dalam aktifitas ekspor kedelai, kedua organisasi tersebut tergabung dalam 

sebuah wadah organisasi lagi yang disebut sebagai US Soybean Export Council 

(USSEC). USSEC memiliki kantor cabang di negara-negara yang menjadi importir 

potensial kedelai AS dan dibagi dalam lima kawasan yaitu Asia Utara, Amerika, Asia 

Tenggara, Eropa, dan Timur Tengah/Afrika. Di Asia Tenggara kantor pusat regional  

USSEC berlokasi di Singapura dan empat kantor cabang negara lainnya berada di 

Thailand, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Misi utama dari USSEC adalah untuk 

memaksimalkan penggunaan kedelai AS secara internasional dengan cara memenuhi 

kebutuhan stakeholder dan pelanggan global mereka (USSEC). Dengan kata lain 

USSEC inilah yang bertanggung jawab dalam ekspor kedelai Amerika Serikat ke 

seluruh dunia.  

 Kekuatan lobi ASA terlihat pada keberhasilannya untuk meloloskan Farm Bill  

(Undang-Undang Pertanian AS) 2014. Farm Bill terbaru ini sangat menguntungkan 

bagi petani kedelai AS, terutama dalam program jaring pengaman yang memberikan 

jaminan keamanan terhadap berbagai resiko yang dihadapi petani, seperti Agriculure 

Risk Coverage dan Price Loss Coverage. Meskipun Farm Bill terbaru tersebut 

mengeliminasi program Direct Payment atau subsidi langsung yang kontroversial, 

namun ia tetap mempertahankan program-program pendukung bagi pertanian. Hal ini 

dimaksudkan untuk meminimalisir kritik dari WTO. Selain itu undang-undang ini 

juga mengamankan banyak prioritas ASA, diantaranya: program riset pertanian 

seperti Agriculture and Food Research Inisiative (AFRI) dan Foundation for Food 

and Agriculture Research (FFAR); promosi ekspor yang dilakukan oleh Foreign 

Market Development (FMD) dan Market Acces Program (MAP) yang sangat 

diandalkan dalam ekspor kedelai AS; program bioenergi AS; dan konservasi tanah. 

ASA menyebut Farm Bill 2014 ini sebagai kemenangan bagi petani kedelai AS 

(southeastfarmpress.com, 2014). 

 Subsidi pertanian bagi kedelai memang salah satu yang tertinggi dalam 

anggaran pertanian AS. Pada tahun 2012 misalnya kedelai menerima subsidi sebesar   

US$1,469,484,005. Angka ini menjadikannya penerima subsidi kedua terbesar setelah 

jagung yaitu US$2,702,462,268. Di tahun 2011 kedelai menerima subsidi sebesar US
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$2,083,443,764, masih kedua yang terbesar setelah jagung yaitu US$ 4,633,991,852. 

Sejak tahun 1995 hingga 2012 total subsidi yang diterima oleh kedelai AS adalah 

$27,829,683,988 (farm.ewg.org). Sebagai dampak dari tingginya angka subsidi ini 

maka produksi kedelai AS terus mengalami peningkatan dan jauh melampaui angka 

konsumsinya. Puncak tertinggi produksi kedelai AS misalnya pada tahun 2009 

mencapai angka lebih dari 91 milyar ton. Hampir separuh dari produksi kedelai AS 

dilempar sebagai ke pasaran luar negeri. Ditahun 2009 tersebut AS mengekspor lebih 

dari 40 milyar ton kedelainya (grafik 6).  

 

Selain kekuatan lobi asosiasi petani kedelai dan tingginya tingkat subsidi 

pertanian pemerintah AS, faktor penting lainnya yang menjadi penyebab tingginya 

produktifitas kedelai AS adalah peran dari perusahaan-perusahaan multinasional AS 

yang bergerak di bidang pertanian. Perusahaan-perusahaan ini adalah motor 

penggerak agribisnis kedelai AS ke seluruh dunia. Dua di antaranya misalnya Cargill 

dan Monsanto. Bisnis inti dari Cargill berfokus kepada produksi dan perdagangan 

komoditas pertanian (cargill.com). Sementara Monsanto berfokus kepada 

pengembangan benih, khususnya benih GMO (monsanto.com). Operasi dari kedua 

perusahaan raksasa ini juga memiliki cabang di Indonesia. 

 Salah satu pasar bagi ekspor kedelai AS tersebut adalah Indonesia. Bagi AS 

ekspor kedelai kedelai ke Indonesia, sesuai data tahun 2011, adalah sekitar 5% (1,8 

juta ton) dari total ekspor 34 juta ton. Persentase ekspor ke Indonesia ini 

menunjukkan angka yang cenderung terus meningkat misalnya dari tahun 1991 yang 
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hanya 0,65%. Namun sebaliknya bagi Indonesia, posisi AS sebagai sebagai negara 

asal impor kedelai no. 1 tampaknya tidak akan tergeser paling tidak dalam waktu 

dekat. Saat ini persentase impor kedelai yang berasal dari AS sekitar 90% dari total 

impor kedelai Indonesia (tabel 2) 

Kebijakan perdagangan strategis kedelai AS juga memebuat harga jualnya 

menjadi sangat kompetitif. Misalnya pada tahun 2012 harga pada produsen kedelai 

AS adalah sekitar US$525 perton. Bandingkan dengan Indonesia yang harga produsen 

kedelainya adalah sekitar US$800 perton. Bahkan harga kedelai produsen AS masih 

tetap lebih murah bila dibanding indeks harga kedelai internasional US$538 perton 

(faostat3.fao.org, 2014). Kondisi selisih harga yang hampir separuhnya ini tentu saja 

sangat menyulitkan petani kedelai Indonesia bersaing dengan kedelai impor asal AS. 

 

F. Kebijakan Ekspor Kedelai Cina 

 Meskipun Cina adalah produser kedelai keempat terbesar dunia dan telah 

menjadi negara yang swasembada kedelai hingga tahun 1995, namun pertumbuhan 

ekonomi dan populasinya telah mendorong impor kedelai meningkat 14 kali lipat 

dalam 15 tahun. Faktor utama yang mendorong peningkatan ini adalah kebutuhan 
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kedelai sebagai pakan ternak, mengingat ambisi Cina untuk menjadi salah satu 

produsen dan eksportir protein hewani dunia (Weir, 2011).  

Peningkatan konsumsi dan impor kedelai Cina tidak dapat dilepaskan dari 

program reformasi besar-besaran dalam sistem perekonomian Cina. Walaupun 

liberalisasi dan perubahan struktural ini menyentuh keseluruhan ekonomi, namun 

tranformasi tersebut bermula dan tergantung pada sektor pertanian. Diperiode 

1978-1984 program de-koletifikasi pertanian, peningkatan harga, dan pelonggaran 

pembatasan perdagangan lokal produk pertanian telah mendampingi lepas landasnya 

ekonomi pertanian Cina. Ketika Cina masuk ke WTO dua dekade kemudian, 

pertumbuhan sektor pertanian Cina telah berada pada kisaran 3,4% hingga 7%. 

Dengan kata lain Cina telah mempersiapkan jalan untuk kemajuan sektor 

pertaniannya jauh hari sebelum ia mengadopsi protokol-protokol WTO pada tahun 

2001. Komitmen Cina masuk ke WTO adalah sejalan dengan program-program 

reformasi jangka panjangnya ( Huang dan Rozelle, hlm. 32) (Yao, 2007, hlm. 90).  

Reformasi ini juga menyentuh pertanian kedelai yang mampu meningkatkan 

produksi sebesar 5% pada periode 1979-1984. Kini pertumbuhan produksi kedelai 

Cina berada pada kisaran 2,4% hingga 2,8%. Namun pengurangan tingkat proteksi 

dari level yang tinggi akan memunculkan permintaan yang kuat terhadap komoditas 

dan meningkatkan impor secara tajam. Hal ini dapat terlihat dalam kasus kedelai 

dimana sebelum tahun 2000 tarif impor kedelai adalah sebesar 114% dan adanya 

persyaratan lisensi impor kedelai sehingga permintaan kedelai dipenuhi sebagian 

besar oleh produser lokal. Sebagai konsekuensi dari masuknya Cina ke WTO, tarif 

impor kemudian diturunkan hingga 3% pada tahun 2000 dan kuota impor ditiadakan 

(Huang dan Rozelle, hlm. 40). Sebagai akibatnya impor melonjak dari 6,7 juta ton ke 

angka 12,7 juta ton. Hal ini seiring dengan lonjakan yang terjadi pada sisi permintaan 
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yang naik pada tahun 2000 tersebut dari 25 juta ton ditahun sebelumnya menjadi 29 

juta ton (grafik 7). Sejak saat itu konsumsi dan impor kedelai terus meningkat secara 

tajam.  

 Pergeseran pola konsumsi kedelai Cina dimulai ketika saat reformasi 1978 

pemerintah  ingin memodernisasi pola makan masyarakat Cina dengan meningkatkan 

asupan daging. Hal ini menimbulkan kebutuhan bagi pemerintah Cina untuk 

mengadakan industri penggilingan bagi pakan ternak. Hasilnya adalah pada tahun 

1995 hinggi kini menjadi salah produser terbesar dunia dan memimpin pasar untuk 

industri pakan ternak. Hal ini pula yang menjadikan Cina kini memimpin untuk 

industri produksi babi dan unggas, serta daging sapi dan susu. Industri pakan ternak 

Cina tersebut bersentral pada kedelai. Ketidakcukupan produksi kedelai domestik 

untuk menutupi kebutuhan konsumsi manusia sekaligus pakan ternak menjadikan 

Cina harus mengimpor kedelai (85% konsumsi kedelai Cina adalah kedelai impor) 

terutama dari AS dan Brazil. Total impornya pada tahun 2013 telah mencapai 69 juta 

ton atau sama dengan 64% total perdagangan kedelai dunia (Oliveira dan Schneider, 

2014b, hlm. 5).   

 Peristiwa yang menentukan terjadi pada tahun 2004 ketika terjadi krisis harga  

kedelai yang naik sangat tinggi. Akibatnya para importir Cina yang membeli kedelai 

dari AS tidak dapat melunasi pembayaran mereka. Sebagai konsekuensinya pula 

banyak industri penghancur dan penyulingan kedelai Cina yang dipaksa bangkrut. Hal 

ini membuka jalan bagi agribisnis transnasional untuk melakukan penetrasi kepada 

sektor tersebut, diantaranya ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus, dan Wilmar. Pada 

tahun 2009 80% industri penghancur dan 60% indutri penyulingan kedelai Cina 

dimiliki oleh asing. Ini artinya perusahaan multinasional yang sama melakukan 

ekspor kedelai ke Cina sekaligus mengontrol impor kedelai dari Cina. Media Cina 

menyebut peristiwa ini sebagai “the Battle of Beans”(Oliveira dan Schneider, 2014b, 

hlm. 5). Era ini menandai kebijakan proteksi pada pasar kedelai domestik Cina 

kontemporer. 
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 Salah satu strategi pentingnya adalah dukungan pemerintah Cina terhadap 

perusahaan domestik dan perusahaan milik pemerintah (state’s owned company).  

Hasilnya adalah kepemilikan asing terhadap industri penghancur kedelai lokal turun 

hingga 60% sementara 73% kapasitas penghancur kedelai dimiliki perusahaan 

domestik. Dampak dari intervensi ini adalah adanya kelebihan kapasitas produksi 

dimana 61 juta ton kedelai giling yang dihasilkan Cina hanya kurang dari separuh 

kapasitas produksi yang sebenarnya dimiliki oleh negara tersebut. Akibatnya 

perusahaan domestik Cina harus meningkatkan impor kedelai serta berinvestasi pada 

produksi di luar negeri, seperti Brazil, Argentina, Bolivia, Kazakhstan, Kongo, Sudan, 

Zambia, dan Rusia. Analis meramalkan bahwa dalam waktu dekat kedelai olahan 

Cina akan memainkan peranan penting di pasaran global ( Oliveira dan Schneider, 

2014b, hlm. 5). Di antara perusahaan-perusahaan milik pemerintah yang bergerak 

dalam sektor pertanian ini yang terbesar adalah Beidahuang Group yang merupakan 

perusahaan milik pemerintah provinsi Heilongjiang (chinabdh.com). Sementara 

perusahaan-perusahaan pemerintah lainnya adalah Sinograin, JiuSan Group, dan 

COFCO.  

 Ketika kedelai impor, yang sebagian besar adalah GMO (Genetically Modified 

Organism), membanjiri pasaran domestik Cina, maka hal ini menyebabkan disinsentif 

bagi petani kedelai lokal. Sebagai catatan bahwa pemerintah Cina mengeluarkan 

larangan untuk menanam kedelai GMO di dalam negeri. Untuk itu Chinese Soybean 

Industry Association (CSIA) mendorong pemerintah Cina untuk mengeluarkan 

kebijakan sehingga kedelai lokal Cina non-GM tidak perlu bersaing dengan kedelai 

impor GM. Proposal yang diajukan adalah ke dalam negeri penggunaan kedelai 

domestik non-GM untuk industri makanan domestik, serta keluar negeri menciptakan 

pasar-pasar baru bagi ekspor kedelai non-GM Cina (Oliveira dan Schneider, 2014a, 

hlm. 6).  

 Bagi Indonesia, dinamika yang terjadi secara domestik dalam per-kedelaian 

Cina ini memiliki dampak yang dapat dilihat dari ekspor kedelai Cina ke Indonesia.  

Pada periode 2000-an seiring dengan liberalisasi pertanian Cina, terlihat bahwa 

ekspor Cina ke Indonesia ke Indonesia mengalami penurunan drastis  dari 40 juta ton 
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pada tahun 1999 menjadi hanya 2,8 juta ton saja. Ini menjadi angka ekspor tertinggi 

kedelai Cina ke Indonesia setelah era tahun 2000-an. Bahkan pada tahun 2004 krisis 

kedelai Cina, ekspor kedelainya ke Indonesia tidak tercatat sama sekali (tabel 3). 

 

F. Kebijakan Ekspor Kedelai Malaysia  

Bagi Malaysia kedelai bukanlah komoditas strategis yang menjadi sasaran 

program ekspor utama mereka. Konsumsi domestik kedelai Malaysia ditutup melalui 

kebijakan impor kedelai mereka (grafik 8). Lebih dari separuh volume impor ini 

berasal dari AS. Misalnya pada tahun 2010 impor kedelai total Malaysia adalah 

sebesar 637 ribu ton yang berasal dari AS 350 ribu ton, sisanya berasal dari Argentina, 

Kanada, Afrika Selatan, India, dan Cina (comtrade.un.org).  
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 Kekurangstrategisan persoalan kedelai Malaysia ini terlihat dengan tidak 

tampaknya kebijakan kedelai ke dalam National Agriculture Policy III (1998-2010) 

(Third National Agricultural Policy (1998 - 2010)). Komoditas unggulan Malaysia 

adalah kelapa sawit, karet, dan kakao. Terkait dengan minyak kelapa sawit (palm oil), 

komoditas ini justru seringkali bersifat kompetitif dengan minyak kedelai (soybean 

oil) karena pemanfaatan keduanya yang subtitutif. Dalam hal ini Malaysia dan AS 

justru seringkali terlibat dalam perang dagang menyangkut persoalan minyak kelapa 

sawit, yang merupakan komoditas strategis Malaysia, versus minyak kedelai, sebagai 

komoditas strategis AS.  

 Namun fakta yang menarik adalah meskipun ekspor kedelai Malaysia tidak 

terlampau besar, namun Indonesia praktis merupakan destinasi ekspornya yang paling 

utama. Hal tersebut dapat dilihat pada fakta misalnya di tahun 2012 total ekspor 

kedelai Malaysia secara global adalah 25,390 ton. Sementara ekspor kedelai Malaysia 

ke Indonesia adalah 24,208 ton. Ini berarti 95% ekspor kedelai Malaysia adalah 

ditujukan ke Indonesia (comtrade). Dari data sebelumnya pun terlihat, paling tidak 

dalam dua dekade ini, bahwa Malaysia tidak pernah keluar dari lima besar eksportir 

kedelai ke Indonesia. 

E. Kesimpulan: Respon Kebijakan Impor Kedelai Indonesia 

 Dari fakta yang ada mengenai kebijakan perdagangan strategis komoditas 

kedelai pada tiga negara (Amerika Serikat, Cina, dan Malaysia) terlihat bahwa 

Amerika Serikat dari sejak awal telah menjadikan kedelai sebagai komoditas strategis. 

Peran dari asosiasi petani kedelai dan eksportir, subsidi pemerintah, dan perusahaan 

multinasional mereka merupakan kunci penting dalam kebijakan perdagangan 

strategis kedelai AS.  

 Sementara Cina, meskipun mereka saat ini merupakan negara importir kedelai 

terbesar dunia, namun komoditas ini tetap merupakan komoditas strategis. Hal ini 

dapat terlihat dari besarnya produksi dan juga impor, serta peran pemerintah dalam 

hal tersebut. Bagi Cina arti strategis kedelai tidak hanya secara historis-kultural saja, 
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namun juga prospek ke depan. Kemampuan Cina untuk mengadaptasikan secara cepat 

tantangan aktual mereka dalam persoalan kedelai, menjadikan dimasa depan Cina 

diramalkan menjadi salah satu negara penting dalam agribisnis kedelai dan produk-

produk turunannya secara global. Keterlibatan pemerintah dan peran dari perusahaan-

perusahaan pertanian milik pemerintah (state’s owned enterprise) menjadi kunci 

penting dalam pengembangan strategis kedelai Cina.  

 Sementara Malaysia tidak terlihat menganggap kedelai sebagai komoditas 

strategis yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Hal ini tersirat dari tidak masuknya 

kedelai menjadi salah satu komoditas unggulan mereka di dalam Third National 

Agricultural Policy Malaysia dan posisi Malaysia yang menjadi importir kedelai. 

Kebijakan perdagangan strategis Malaysia justru diletakkan pada kelapa sawit yang 

dalam perdagangan global justru minyaknya (oilseed) merupakan kompetitor alami 

dari minyak kedelai. Namun hal yang patut dicermati adalah kecenderungan Malaysia 

untuk menjadi eksportir tetap kedelai ke Indonesia, dimana hampir seluruh ekspor 

kedelai mereka ditujukan ke Indonesia.     

 Terkait perumusan kebijakan mengenai kedelai Indonesia, pertanyaan penting 

yang harus dijawab adalah apakah bagi Indonesia kedelai merupakan komoditas yang 

bernilai strategis? Jawaban akan pertanyaan ini akan menjadi dasar bagi komitmen 

pemerintah untuk merumuskan kebijakan kedelai nasional. 

 Namun tampaknya tidak mudah melepaskan kedelai sebagai komoditas yang 

memiliki arti strategis di Indonesia. Strategis di sini bukan hanya dalam konteks 

ekonomis, namun juga kultur-sosiologis-historis dan juga politis. Namun bila 

dibandingkan kondisi perkedelaian Indonesia dengan negara-negara yang telah 

disebutkan sebelumnya, maka akan terlihat bahwa: 

1. Petani kedelai Indonesia belum memiliki asosiasi petani kedelai yang memiliki 

kekuatan tawar-menawar cukup kuat dalam perumusan kebijakan pemerintah. 

Justru yang lebih menonjol adalah kekuatan asosiasi importir kedelainya (baca 

("Bulog Ambil Alih Komoditas Kedelai, Importir Langsung Ketar-Ketir," 2013) 

dan ("Importir Merasa Tersudut dengan Isu Kartel Impor Kedelai," 2013)). 
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Kekuatan importir ini menjurus kepada pasar oligopolistik karena hanya 

perusahaan besar yang dapat mengimpor kedelai AS dalam jumlah besar, dalam 

kasus Indonesia hanya tiga perusahaan yang menguasai dan mengatur 85% impor 

kedelai nasional yaitu PT Gerbang Cahaya Utama (47%), PT Cargill Indonesia 

(28%), dan PT Agri Alam Perkasa (10%) (Bapenas, 2013, hlm. 156).  

2. Kebijakan pemerintah yang belum optimal berpihak pada sektor pertanian dan 

perdagangan kedelai, terlihat misalnya pada subsidi pertanian yang rendah, rantai 

pasok kedelai lokal yang lebih panjang ketimbang kedelai impor, pemanfaatan 

benih lokal yang tidak tersosialisasikan, biaya riset kedelai yang tidak optimal, 

kualitas kedelai lokal yang lebih baik namun tidak terpasarkan secara baik, 

kebijakan perlindungan harga bagi petani, dan perluasan areal tanam areal tanam 

yang tidak maksimal (Bapenas, 2013) (Pusdatim, 2013). Ini adalah sebagian dari 

persoalan kedelai nasional yang terkait dengan kebijakan pemerintah. Secara 

komparatif investasi pertanian pemerintah memang lebih rendah dibandingkan 

tiga negara sebelumnya. Pada tahun 2010 invenstasi pertanian APBN Indonesia 

adalah US$ 992 juta, bandingkan dengan AS yang US$23 milyar, Cina US$14 

milyar, atau Malaysia yang US$1,9 juta (grafik 9). 

3. Masalah ketiga yang dihadapi perkedelaian Indonesia adalah terkait dengan model 

agribisnis pertanian yang tidak berkembang. Hal ini berlaku untuk perusahaan 

swasta maupun perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah. Setelah Bulog dikebiri 

oleh IMF pada tahun 1998, tampaknya pemerintah tidak lagi memiliki insentif 

untuk mengembangkan perusahaan pertanian milik pemerintah yang strategis. 
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 Dari ketiga variabel persoalan di atas maka secara sistematis model 

pengembangan kebijakan perkedelaian nasional harus mencakup kepada: 

(1)membangun kekuatan institusional petani kedelai; (2)peran pemerintah yang kuat 

terhadap pertanian dan perdagangan kedelai nasional; dan (3)pengembangan model 

agribisnis baik korporasi pertanian privat maupun pemerintah. Kebijakan kedelai 

nasional juga sebaiknya tidak bersifat anti-pasar, meskipun karakter pasarnya yang 

oligopolistik, namun justru harus mampu memanfaatkan pasar internasional bagi 

ekspor kedelai dan produk turunannya secara strategis dan cerdik bagi kepentingan 

petani domestik.   
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